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	BAB IV	
PENUTUP
[bookmark: _GoBack]KESIMPULAN
Dengan mengacu pada uraian bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa simpulan utama yang terkait dengan akuntabilitas kinerja tahun 2014, yakni:
1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintahan yang diamanatkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta telah dapat diselenggarakan sebagaimana mestinya.
2. Gubernur Provinsi DKI Jakarta bersama-sama dengan DPRD telah berupaya secara optimal melaksanakan kewajibannya dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Ibu Kota sebagaimana yang telah dipersyaratkan pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004.
3. Beberapa keberhasilan tersebut antara lain dapat terlihat pada capaian berbagai indikator kinerja makro baik di bidang ekonomi maupun kesejahteraan sosial yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta.
4. Selain terdapat beberapa keberhasilan tersebut di atas, masih dijumpai adanya beberapa permasalahan yang perlu terus mendapat perhatian, seperti penanganan masalah banjir, transportasi, kependudukan, dan kemiskinan. Untuk menangani berbagai masalah tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah berupaya keras untuk menanggulanginya melalui Pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) yang akan di integrasikan dengan tata ruang dan penyelesaian Banjir Kanal Timur yang akan terus ditingkatkan. Selain itu untuk menyentuh akar permasalahan sesungguhnya akan terus dilaksanakan kerjasama dengan Pemerintah Pusat dan Pemda Bodetabekjur tentang pengendalian banjir, transportasi dan kesenjangan pembangunan antara Jakarta dan wilayah sekitarnya, serta kondisi perekonomian secara makro.
5. Dalam pencapaian sasaran mikro, dari 23 sasaran strategis yang ditetapkan, seluruh sasaran dapat dikatakan berhasil diwujudkan dengan baik. Meskipun terdapat 2 sasaran yang capaiannya di bawah 80%.
6. Dari beberapa sasaran yang telah tercapai tersebut, masih terdapat perbedaan
dengan kondisi yang diharapkan oleh masyarakat. Hal ini terlihat pada indikator
kinerja yang digunakan pada pencapaian beberapa sasaran ini adalah pada tingkat output, sedangkan yang diharapkan masyarakat adalah pada tingkat outcome. Penyebabnya adalah organisasi belum mampu secara tegas mendefinisikan indikator kinerja outcome untuk seluruh sasaran yang ada dan sesuai dengan kondisi yang diharapkan masyarakat. Beberapa sasaran tersebut adalah sasaran yang terkait dengan masalah pengendalian banjir, lalu lintas jalan raya, dan tenaga kerja. 
Dalam tahun mendatang, tentunya akan dirumuskan lagi indikator keberhasilan yang menggambarkan kondisi nyata yang diharapkan masyarakat. Dalam tahun mendatang seluruh jajaran dalam Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan selalu berusaha untuk meningkatkan kinerjanya secara optimal dengan lebih merevitalisasi sumber daya internal yang ada, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat maupun kepada pihak lain yang berkepentingan.
Kiranya LKIP Tahun 2014 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja. Bagi seluruh jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, LAKIP ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi: Rencana Kerja (Operational Plan), Rencana Kinerja (Performance Plan), Rencana Anggaran (Financial Plan), dan Rencana Strategis (Strategic Plan) pada masa-masa mendatang.
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